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BAB II 
LANDASAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Tentang Waris 
1. Pengertian Waris 
Kata waris berasal dari bahasa Arab mirats. Bentuk mashdar dari 
kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah 
berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu 
kaum kepada kaum yang lain.1 
Di dalam al-Qur’an banyak menggunakan kata kerja warasa yang 
mempunyai makna berbeda-beda. Diantaranya: 
Menunjukkan makna menggantikan, seperti firman Allah: 
    
   
   
     
    
   
Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. dan Dia  berkata:  "Hai 
manusia,  Kami telah diberi pengertian tentang  suara  
burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya 
(semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.” (An-
Naml: 16) 
 
Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan  
Nabi Daud  a.s.  serta mewarisi ilmu  pengetahuannya  dan  kitab  Zabur  
yang diturunkan kepadanya. 
Menunjukkan makna memberi, seperti dalam firman Allah: 
                                                 
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di ndonesia, Cet. ke-2,  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 205 
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   
   
  
    
    
   
Artinya:  “Dan  mereka  mengucapkan:  "Segala  puji  bagi  Allah  yang  
telah memenuhi  janji-Nya kepada Kami  dan  telah  
(memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami 
(diperkenankan) menempati tempat dalam  syurga  di  mana  
saja  yang  Kami  kehendaki;  Maka  syurga Itulah Sebaik-
baik Balasan bagi orang-orang yang beramal.” (Al-Zumar: 
74) 
 
Menunjukkan makna mewarisi, seperti firman Allah SWT: 
    
    
    
Artinya:  “Yang  akan  mewarisi  aku  dan  mewarisi  sebahagian  
keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang 
yang diridhai".” (QS. Maryam: 6)   
 
 Ilmu  yang  mempelajari  warisan  disebut  ilmu  mawaris  atau  
lebih dikenal  dengan  istilah  faraid.  Kata  faraid  merupakan  bentuk  
jamak  dari faridah,  yang  diartikan  oleh  para  ulama  Faradiyun  
semakna  dengan  kata mafrudah,  yaitu  bagian  yang  telah  ditentukan  
kadarnya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 
11: 
    
    
     
    
     
    
   
   
      
     
   
     
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    
    
    
  
    
     
      
   
Artinya:  “Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika 
anak itu semuanya perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi  
mereka  dua  pertiga  dari harta  yang  ditinggalkan;  jika  
anak  perempuan  itu  seorang  saja, Maka  ia  memperoleh  
separo  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  
masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang 
ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  
jika orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  
diwarisi oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya  mendapat  
sepertiga;  jika yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  
saudara,  Maka  ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian  tersebut  di  atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak) 
manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. 
Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  
Bijaksana.” (QS. An-Nisa’:11) 
  
 Sedangkan  menurut  terminologi  syara’,  untuk  lebih  jelasnya,  
di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi waris menurut ulama’ 
fiqh, antara lain: 
Menurut Sayyid Sabiq: Faraid menurut syara’ adalah bagian yang 
telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu yang (membahas masalah itu) 
disebut  ilmu waris atau ilmu faraid.2 
                                                 
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz III, Bairut Lebanon: Fath Al-i’lam Al-Arabi, tt. 
hlm. 345 
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 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy,  dalam  bukunya  Fiqih  mawaris 
mendefinisikan ilmu faraid sebagai: Ilmu  untuk  mengetahui  orang  
yang  berhak  menerima  pusaka, orang  yang  tidak  dapat  menerima  
pusaka  serta  keadaan  yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara 
pembagiannya.3 
Menurut  Muhammad  Asy-Syarbiny  Al-Khatib,  dalam  kitabnya  
Mughnil Muhtaj: Ilmu fiqih yang  berpautan  dengan  pembagian  harta  
pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat 
menyampaikan  kepada  pembagian  pusaka  dan  pengetahuan tentang  
bagian-bagian  yang  wajib  dari  harta  peninggalan  untuk setiap 
pemilik hak pusaka.4 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan  
adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  
harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  
berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagiannya masing-masing. 
Dari  keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa  pada  dasarnya 
ilmu waris  atau  ilmu faraid merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan  
yang membahas  dan  mengatur tentang  perpindahan  hak  atau  waris  
dari si pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa hli 
warisnya dan berapa bagian masing-masing. 
2. Dasar Hukum Waris 
                                                 
3 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-shiddieqy,  Fiqih  Mawaris,  Semarang:  PT  
Pusaka Rizki Putra, 1999, hlm. 18 
4 Muhammad  Asy-Syarbiny  Al-Khatib,  Mughnil  Mukhtaj,  Juz  III,  Kairo:  
Musthofa  Al-Babil Halby, 1958, hlm. 3 
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Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada beberapa 
ayat dari  firman  Allah SWT dalam al-Qur’an dan  beberapa ucapan 
dan perbuatan Nabi  Muhammad  SAW  dalam  sunnah  beliau.42  
Selain  itu  juga  sebagian kecilnya  diambil  dari  ijma’  para  ahli  dan  
beberapa  masalah  diambil  dari ijtihad sahabat.5 
a. Al-Qur’an  
Penetapan mengenai warisan, terdapat di dalam  berbagai  
ayat al-Qur’an. Antara lain terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 11: 
   
   
    
    
   
     
   
    
   
      
     
  
    
    
    
    
   
   
   
      
    
   
Artinya:  “Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  
pusaka  untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang 
anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan  
lebih  dari  dua,  Maka  bagi  mereka  dua  pertiga  
dari harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  
                                                 
5 Amir Syarifuddin,  Pelaksaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  
Adat Minangkabau, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984, hlm. 12 
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itu  seorang  saja, Maka  ia  memperoleh  separo  
harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-
masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  
jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika 
orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  
ia  diwarisi oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya  
mendapat  sepertiga;  jika yang  meninggal  itu  
mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian  tersebut  
di  atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa  
di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak) 
manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  
Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  
Maha  Bijaksana.” (QS. An-Nisa’:11) 
 
Dalam ayat lainnya, Allah SWT juga berfirman: 
   
    
    
    
     
    
     
  
   
    
   
   
    
     
    
Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 
tidak mempunyai anak dan  mempunyai  saudara  
perempuan,  Maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  
itu  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkannya,  dan  
saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai (seluruh 
harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, 
Maka bagi keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  
ditinggalkan  oleh  yang meinggal.  Dan  jika  mereka  
(ahli  waris  itu  terdiri  dari) saudara-saudara  laki  
dan  perempuan,  Maka  bahagian seorang  saudara  
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laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang saudara  
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 
supaya  kamu  tidak  sesat. dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’:176)  
 
 Melalui Kitab-Nya yang mulia, Allah telah menjelaskan 
berbagai hal tentang warisan.  Antara  lain  tentang  pembagian  
yang  sedil-adilnya bagi  masing-masing  ahli  waris.  Diterangkan 
pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-
syaratnya. Misalnya penjelasan mengenai  berbagai  situasi yang 
membuat seseorang dapat memperoleh warisan  ataukah tidak,  
kapan  seseorang  dapat waris dengan bagian  yang tetap,  kapan 
pula ia dapat memperoleh warisan  berdasarkan  sistem kelebihan  
harta. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah juga menjelaskan mengenai 
saat-saat dimana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli 
waris yang lebih dekat kepada si pewaris, baik secara keseluruhan 
maupun sebagian.  
  Penjelasan  mengenai  warisan  tidak  hanya  di  dalam  
ketiga  ayat tersebut, melainkan  juga  di  dalam  ayat  lainnya.  
Tetapi ayat-ayat lainnya hanya bersifat umum dan tidak 
menjelaskan secara terperinci sebagaimana ketiga ayat tersebut. 
Meskipun ketiga ayat tersebut menjelaskannya secara singkat,  
namun  sudah  mencakup  semua  pokok  ilmu  faraid  dan  rukun-
rukunnya  dengan  baik dan benar dan  hikmah  yang  terkandung  
dalam pembagian warisan yang seadil-adilnya. 
b. Hadis Nabi  
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Hadis (sunnah) Nabi muhammad SAW yang berhubungan 
dengan hukum kewarisan diantaranya adalah:6 
نع سابع نبا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : لاق امهنع الله يضر :  اوقلحأ
ركذ لجر لىولأف ،ضئارفلا تقبأ امف ،اهلهبأ ضئارفلا . هجرخ يراخبلا ملسمو 
Artinya:  Dari  Ibnu  Abbas  r.a.  sesungguhnya  Nabi  bersabda:  
Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu 
kepada yang berhak dan  selebihnya  berikanlah  untuk  
laki-laki  dari  keturunan  laki-laki yang terdekat. (HR. 
Bukhari) 
انثدح ميعن وبأ انثدح نايفس نع ميهاربإ نب دعس نع دعس نب رماع نع  نب دعس
صاقو بيأ لاق هنع الله يضر ناأو نيدوعي ملسو هيلع الله ىلص بينلا ءاج ةكبم  وهو
الله محري لاق اهنم رجاه تيلا ضرلأبا تويم نأ هركي ءارفع نبا  الله لوسر يا تلق
 تلق لا لاق رطشلاف تلق لا لاق هلك ليابم يصوألاق ثلثلا  يرثك ثلثلاو ثلثلاف
ةلاع مهعدت نأ نم يرخ ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ  كنإو مهيديأ في سانلا نوففكتي
 الله ىسعو كتأرما في لىإ اهعفرت تيلا ةمقللا تىح ةقدص انهإف ةقفن نم تقفنأ امهم
ةنبا لاإ ذئموي هل نكي لمو نورخآ كب رضيو سنا كب عفتنيف كعفري نأ 
Artinya:  “Dari  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash  berkata:  saya  pernah  
sakit  di Makkah, sakit  yang  membawa  kematian.  
Saya  dikunjungi  oleh Nabi  SAW.  Saya  berkata  
kepada  Nabi:  “Ya  Rasul  Allah,  saya memiliki  harta  
yang  banyak.  Tidak  ada  yang  akan  mewarisi harta  
kecuali  seorang  anak  perempuan, bolehkah  saya 
sedekahkan dua pertiganya? jawab Nabi: “tidak”. 
Saya berkata lagi:  “Bagaimana  kalau  separuhnya  ya  
Rasul?  Jawab  Nabi: “tidak”. Saya berkata lagi: 
sepertiga? Nabi berkata “sepertiga itu  sudah  banyak,  
sesungguhnya  bila  kamu  meninggalkan keluargamu  
berkecukupan  lebih  baik  dari  meninggalkannya 
berkekurangan,  sampai-sampai  meminta  kepada  
orang.”  (HR. Bukhari). 
c. Ijma  
                                                 
6 Al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhariy,  Juz  IV,  Cairo:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  
1992,  hlm. 181 
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Di  samping  al-Qur’an  dan  sunnah,  dasar  hukum  
kewarisan  yang lain  adalah  ijma’.  Ijma’ yaitu  kesepakatan  
para  ulama  atau  sahabat sepeninggal Rasulullah.  Sedangkan 
Ijtihad adalah usaha seseorang dengan segenap akalnya dalam 
menggali hukum. Hasil ijma’ dan  ijtihad  sahabat, imam  mazhab  
dan  para  mujtahid terdahulu  dalam  hubungannya  dengan  
hukum  kewarisan  dapat  digunakan dalam  pemecahan-
pemecahan  masalah  mawaris  yang  belum  dijelaskan oleh  nash  
yang  sharih.  Misalnya  status  cucu-cucu  yang  ayahnya  lebih 
dahulu  meninggal daripada kakek  yang  bakal  diwarisi  dan  
yang  mewarisi bersama-sama  dengan  saudara-saudara  ayahnya.  
Menurut  ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat 
bagian apa-apa karena terhijab oleh  saudara  ayahnya,  tetapi  
menurut  kitab  Undang-Undang  Hukum Wasiat  Mesir  yang  
meng-istinbath-kan  dari  ijtihad  para  ulama muqaddimin, 
mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah. 
3. Rukun dan Syarat Pewarisan 
Untuk terjadinya  pewarisan,  diperlukan  tiga  rukun  (unsur),  
yaitu sebagaimana ditulis oleh Sayid Sabiq: 
a. Ahli  waris,  yaitu  orang  yang  dihubungkan  kepada  si  mati  
dengan  salah satu sebab-sebab pewarisan.  
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b. Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti 
yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal 
dunia.  
c. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta 
atau hak yang berpindah  dari si pewaris kepada ahli waris.7 
 Ketiga  rukun  di  atas  berkaitan  antara  satu  dengan  lainnya.  
Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, 
pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara 
ketiganya unsur di atas tidak ada.   
Adapun Syarat-syarat pewarisan  yaitu  agar  ahli  waris  berhak 
menerima warisan ada tiga: 
a. Matinya muwarris 
Kematian muwarris ada tiga  macam  yaitu,  a).  mati  hakiki 
(sejati)  adalah kematian  muwarris  yang  telah  diyakini  tanpa 
membutuhkan  keputusan hakim, b). mati hukmy  (yuridis)  adalah 
kematian  muwarris  atas  dasar keputusan  hakim,  dan  c). mati 
taqdiri (menurut dugaan) adalah kematianyang hanya berdasarkan 
dugaan keras.   
b. Hidupnya ahli waris disaat kematian muwarris  
Ahli waris  yang akan  menerima  harta warisan disyaratkan  
ia  harus  benar-benar  hidup  pada  saat  muwarrisnya  meninggal  
dunia.  Persyaratan  ini penting  artinya,  terutama  pada  ahli  
                                                 
7 Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 346 
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waris  yang  mafqud  (hilang  tidak diketahui beritanya) dan anak 
yang masih dalam kandungan ibunya.   
c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi  
Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu 
apakah dia ada yang  menggugurkan  haknya  yang  berupa  salah  
satu  dari  mani’ al-irsi yakni perbudakan, pembunuhan, beda 
agama, dan perbedaan negara.8 
 
 
4. Sebab Menerima Waris 
Pewarisan  merupakan pengalihan  hak dan kewajiban, dari orang  
yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya  dalam  memiliki  dan  
memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut harus terjadi 
manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli  
warisnya.  Adapun  sebab-sebab  tersebut adalah : 
a. Perkawinan 
Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan 
bagian yang  telah  ditentukan  kadarnya  (furudhul  muqaddarah)  
dari  isteri  atau suaminya, yaitu  setengah,  seperempat  atau  
seperdelapan. Suami  isteri tersebut disebut ahli waris (ash-habul 
furudh) sababiyah. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan 
tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut 
                                                 
8 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 12-
13 
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syari’at walaupun dalam perkawinan tersebut masih utuh atau 
dianggap masih utuh. 
b. Kekerabatan 
Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris 
dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas al-Furu’  
(keturunan  ke  bawah),  al-Ushul  (keturunan  ke  atas),  dan  al-
Hawasyi  (keturunan  menyamping). Kekerabatan  merupakan  
sebab  pewarisan  karena  kelahiran,  suatu hubungan kausalitas 
adanya seseorang  yang tidak dapat dihilangkan,  baik untuk  anak  
turun  (cabang)  dari  si  mati  (furu’ul  mayyit),  leluhur  yang 
menyebabkan adanya si mati, atau keluaraga yang dihubungkan 
dengan si mati melalui garis menyamping. Mereka yang  
memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab  dalam  
menerima harta peninggalan, adalah bapak  dan ibu, anak-anak  
dan  orang-orang  yang bernasab kepada mereka. 
c. Wala’ 
Wala’ adalah pewarisan karena  jasa  seseorang  yang  telah 
memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimerdekakan itu 
meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak 
mendapatkan warisan. Wala’ yang dikategorikan sebagai kerabat 
secara hukum, disebut juga dengan istilah wala’ul itqi, dan atau  
wala’un  nikmah.  Hal ini karena pemberian kenikmatan  kepada 
seseorang  yang telah  dibebaskan  dari statusnya  sebagai  hamba 
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sahaya. Jika seseorang membebaskan hamba sahaya  dengan  
seluruh  barang-barang  yang  dimilikinya itu, berarti  telah terjadi  
hubungan  antara  hamba  sahaya  yang  dibebaskan  dengan  
orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut 
wala’ul itqi.9 
B. Faktor Penghalang Waris 
Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-
irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk 
menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat 
menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). 
Pembunuhan (al-qatl), 2). Berlainan agama (ikhtilaf al-din), 3). Perbudakan 
(al-'abd), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara. 
1. Pembunuhan 
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, 
menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang 
diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) Ulama. 
Golongan Khawarij—yang memisahkan diri dari  "Ali ibn Abi Thalib 
dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan 
Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf—
menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak 
mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-
Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu 
                                                 
9 Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 
Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 28-30. 
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petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana 
adanya. 
Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh 
untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah 
SAW. di antaranya adalah: 
ثيدح سابع نبا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق  لم نإو هثري لا هنإف لايتق لتق نم
ثايرم لتاقل سيلف هدلاو ناك نإو هيرغ ثراو هل نكي هاور دحمأ هيرغ بابلا فيو  
Artinya: “Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., 
beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit 
pun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-
Nasa'i, ad-Daraquthni dan diperkuat oleh  Ibnu Abd al-
Barri tetapi dinilai cacat oleh an-Nasa'I, dan yang benar 
hanya mauquf pada Amru saja.”  (HR. Ahmad)10 
 
Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam 
pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi 
si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama 
berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah 
menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi 
adalah:11 
a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan 
yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan 
peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti 
pedang, golok, atau benda tajam lain, yang secara umum dan 
                                                 
10 Imam  Ahmad  bin  Hambal,  Musnad  Al-Imam  Ahmad  Bin  Hambal,  Juz  III,  
Bairut Lebanon: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 206 
11 Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-
Araby, tth., hlm. 84 
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kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga 
bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya 
dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia 
tersebut masuk ke dalam tubuhnya.   
b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu 
pembunuhan mirip sengaja (syibh al-'amd), seperti seseorang 
sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat 
dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang 
yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya 
yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan 
kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, 
pembunuhan mirip sengaja dikatagorikan sengaja, dengan 
menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan 
cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini 
membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak 
lagi berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi qishas.   
c. Pembunuhan khilaf (qatl al-khatha'). Pembunuhan ini dapat 
dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya 
seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira 
binatang dan mengena sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang 
terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, 
seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh 
tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga 
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tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku al-Tasyri 'al-Jina'i al-
lslamy memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada 
suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai 
keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu 
tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai 
sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia. 
d. Pembunuhan dianggap khilaf (al-jar majra al-khatha). 
Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa 
disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya 
hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut 
dikenai hukuman kafarat. Lebih lanjut Ulama Hanafiyah 
mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak 
seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:   
1) Pembunuhan tidak langsung (tasabbub),   
2) Pembunuhan karena hak, seperti  algojo yang diserahi 
tugas untuk membunuh si terhukum,   
3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum,   
4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.45 
  Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan 
yang menjadi penghalang mewarisi adalah:   
a. Pembunuhan sengaja,   
b. Pembunuhan mirip sengaja,   
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c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.   
Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang 
mewarisi adalah:   
a. Pembunuhan karena khilaf, 
b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum,   
c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti 
algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan   
d. Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.   
Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis 
pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara 
mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah 
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan 
atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan 
tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, 
menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si 
terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.  Dasar hukum yang 
digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW. riwayat al-
Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu; diperkuat lagi bahwa 
tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan 
tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk 
saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang  
mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi. 
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Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, 
yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, 
kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi 
ahli waris, yaitu:   
a. Pembunuhan sengaja,   
b. Pembunuhan mirip sengaja,   
c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,   
d. Pembunuhan khilaf,   
e. Pembunuhan tidak langsung, dan  
f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum.   
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
(jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah 
menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang 
dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan 
tugas hukuman qishas atau hukuman bunuh lainnya.   
Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini 
yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si 
pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja 
melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau 
menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak 
mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, 
peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan 
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terakhir untuk dapat menentukan  jenis dan katagori pembunuhan, 
apakah berakibat men)'adi penghalang mewarisi atau tidak. 
2. Berbeda Agama 
Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah 
apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama 
Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, 
muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian 
kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal 
dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara 
mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak 
termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang 
berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah. 
Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari 
dan Muslim sebagai berikut: 
 تفلتخا نإو هب نوثراوتي ةدحاو ةلم رفكلاو ، ملسلما رفاكلا لاو رفاكلا ملسلما ثري لا
 وهيلا ثيرف ، مهللميدوهيلا نم نيارصنلاو نيارصنلا نم يد 
Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: 
Orang muslim tidak mewarisi  orang kafir, dan orang kafir 
tidak mewarisi orang muslim.” (Muttafaq 'alaih) 
 
Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana 
perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika 
paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan 
Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh  Nabi SAW. harta 
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warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, 
yaitu 'Uqail dan Thalib.  
Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan 
Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian. Penjelasan di atas dapat 
dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris 
dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris 
meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi 
misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris 
anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk 
Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak 
mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan  pada saat pembagian 
warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas 
Ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya 
mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum 
pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk 
mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang 
sebelum harta warisan dibagi. 
Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat 
golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan  yang dikemukakannya 
adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak 
ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. 
Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar 
kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta 
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warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, 
dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta 
warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus 
sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk 
Islam untuk tujuan mendapatkan warisan. Mayoritas Ulama 
mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi 
adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan 
pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian 
warisan.12 
3. Perbudakan (al-'abd) 
Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena 
status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya 
sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa 
seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT. 
menunjukkan: 
    
    
    
    
     
      
     
Artinya: “….Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 
sesuatupun...” (QS. al-Nahl: 75). 
 
                                                 
12 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 12 
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  Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, 
sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya 
dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan (humanism) dan rahmat yang menjadi ide 
dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi 
hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak 
merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan 
agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.  Seorang 
hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada 
tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari 
tuannya.  
Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara 
atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy 
mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan 
tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri 
statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak 
bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang 
berstatus merdeka, yaitu tuannya.   
Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa 
mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang 
budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan  dirinya 
sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran 
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sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut 
perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, 
meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi 
maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya. 
4. Berlainan Negara 
Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu 
bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara 
tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan 
kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara  
bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, 
karena kekuasaan penuh berada di negara federal. Adapun berlainan 
negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara 
ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda 
kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama 
sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi 
penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan 
Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, 
apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak 
berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi.  
Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.  
Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan 
bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-
muslim terhalang untuk saling mewarisi. Antara negara yang sama-
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sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun  kedaulatan, 
angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri.  Negara 
hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-
masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu 
persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah).13 
Jadi, dari illustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, 
tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan 
muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun 
berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada 
halangan untuk dapat saling mewarisi. 
                                                 
13 Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm. 40-41 
